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Menimbang : a. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan

tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan

terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan

kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan

kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur;

b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan

perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang

adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat,

terbuka dan efektif;

c. bahwa salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi

penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan,

termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;

d. bahwa peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu

Faillissements-Verordening atau Undang-undang tentang Kepailitan

sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217

juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan

penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan

bagi penyelesaian utang-piutang tadi;

e. bahwa untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat

terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat

mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian

utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan

kepailitan …
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kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat

digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka

dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan;

f. bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian

utang-piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian

sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu

pengadilan khusus di linkgungan Peradilan Umum yang dibentuk

dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbaga

sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan

dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam

penyelenggaraan kegiatan usaha dan kedihupan perekonomian pada

umumnya;

g. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak

bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu

untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa

ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad

Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348),

dan menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah Penggati

Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor

217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348);

3. Reglemen Indonesia yang Diperbaharuhi (Het Herziene Inlandsch

Reglement, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 559 juncto Staatsblad

Tahun 1941 Nomor 44);

4. Reglemen …
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4. Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

(Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad Tahun 1927 Nomor

227)

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2951);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3316);

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG

KEPAILITIAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dan menambahan ketentuan baru dalam

Undang-undang tentang Kepailitan, sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut:
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Pasal 1 …

Pasal 1

(1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak

membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas

permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau

lebih krediturnya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga

diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

(3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank,

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank

Indonesia.

(4) Dalam hal menyangkut dibitur yang merupakan perubsahaan

efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh

Badan Pengawas Pasar Modal."

2. Mengubah ketentuan Pasal 2, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2

(1) Putusan atas permohonan penyataan pailit dan hal-hal lain yang

berkaitan sebagimana dimaksud dalam Undang-undang ini,

ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

daerah tempat kedudukan hukum debitur.

(2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik

Indonesia Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas

permohonan penyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
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(3) Dalam ...

(3) Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma

tersebut juga berwenang memutuskan.

(4) Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah

Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya

dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang

memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi

atau usahanya.

(5) Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan

hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran

Dasarnya."

3 Mengubah ketentuan Pasal 3, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur

yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas

persetujuan suami atau isterinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku

apabila tidak ada percampuran harta."

4. Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut:


